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FATA PENCANTAR

Segala puji dan syukur kami sampaikan ke Hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha
Esa, atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja

Pemerintah Kota Batam ini dapat diselesaikan dalam waktunya.

Laporan kinerja ini disusun sebagai pertanggungjawaban berbagai upaya yang
telah dilakukan Pemerintah Kota Batam selama tahun 2023, serta hasil yang telah
diperoleh, khususnya dalam kaitan untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif-
efisien, pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi. Upaya yang
dilakukan dan hasil yang diperoleh merupakan pencapaian sasaran dalam
mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan Pemerintah Kota Batam yaitu “TERWUJUDNYA
BATAM SEBAGAI BANDAR DUNIA MADANI YANG MODERN DAN
SEJAHTERA”, sesuai yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Batam
nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Tahun 2021-2026 Pemerintah Kota Batam dengan kurun waktu 1

sampai dengan 5 tahun.

Laporan Kinerja Tahun 2023 ini, tidak hanya sebagai laporan Kinerja
pertanggungjawaban tahun 2023 saja, tetapi merupakan serangkaian capaian
target sampai dengan tahun kedua dibandingkan dengan pertanggungjawaban
target-target RPJMD 2021-2026 Pemerintah Kota Batam.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah
memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LK|IP Kota
Batam Tahun 2023.

~ Batam, 27 Maret 2024

///p: L | K Wali Kota Batam
//$//‘ \\‘\") \\\
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PEMERINTAH KOTA BATAM
INSPEKTORAT DAERAH

Gedung Dinas Bersama Lantai 3
Jalan Raja Isa Nomor 17 Kel. Belian Kec. Batam Kota Telp. (0778) 4160801
Email : inspektoratbatam@gmail.com

BATAM
Kode Pos 29464
Nomor : 012/700.1.2.8/INSP/1I/2024 Satam, 26 Maret 2024
Lampiran : 1 (satu) Eksemplar
Hal © Laporan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja

Pemerintah Kota Batam Tahun 2023

Yth. Kepala Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah Kota Batam

di Batam

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kota Batam Tahun 2C23.

Reviu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang terkait, dengan hasil sebagai berikut:

1. Pernyataan Reviu

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kota
Batam Tahun 2023 berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29
Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Semua
informasi yang dimuat dalam laporan kinerja adalah penyajian manajemen
Pemerintah Kota Batam.

Reviu dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Reviu adalah penelaahan atas laporan kinerja
untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang
andal, akurat dan berkualitas. Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit
dibandingkan dengan lingkup evaluasi yang dilakukan sesuai dengan peraturan
terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan kinerja atau sistem
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami
tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu yang telah kami lakukan, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang
menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di
dalam Laporan Kinerja ini.
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Inspektorat Daerah Kota Batam

2.

6.

Dasar Reviu

1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

2) 'Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjux Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah;
3) Peraturan Wali Kota Batam Nomor 206 Tahun 2023 Tentang Pedoman

Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Penyusunan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintan Kota Batam;

4) Surat Keputusan Inspektur Daerah Kota Batam Nomor:700.1.2/012/INSP/I11/2024
tanggal 04 Maret 2024.

Waktu Pelaksanaan Reviu

Reviu dilaksanakan selama 15 (lima belas) hari kerja mulai dari tanggal 04 Maret
2024 s.d 26 Maret 2024.

Tujuan dan Sasaran Reviu

Tujuan reviu adalah untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai  akurasi,
keandalan, dan keabsahan data / informasi kinerja Instansi Pemerintah sehingga

dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas

Sasaran reviu adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kota
Batam Tahun 2023.

Ruang Lingkup Reviu

Ruang lingkup reviu adalah rancangan akhir Laporan Kinerjz serta mekanisme
penyusunan laporan, pengumpulan data dan sistematika Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kota Batam Tahun 2023.

Simpulan dan Saran
1) Simpulan

Dari hasil reviu terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah

Kota Batam Tahun 2023, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

a. Format dari Laporan Kinerja telah disesuaikan dengan Psraturan Wali Kota
Batam Nomor 206 Tahun 2023 Tentang Pedoman Mekanisme Pengumpulan
Data Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Batam yang dsusun berdasarkan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Laporan Reviu atas LKJIP Pemerintah Kota Batam TA 2023 )



Inspektorat Daerah Kota Batam
Republik Indenesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah. Hal ini ditunjukkan dengan telah tersajinya di dalam Laporan

Kinerja Pemerintah Kota Batam informasi antara lain:

a) Uraian singkat organisasi;

b) Rencana dan target kinerja yang ditetapkan;

¢) Hasil pengukuran kinerja atas capaian perjanjian kinerja;

d) Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil
program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud.

b. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjl) telah disusun oleh manajemen
Pemerintah Kota Batam melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota
Batam. Di dalam Peraturan Walikota Batam Nomeor 53 Tahun 2010 tentang
Standard Operating Procedure Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kota Batam
pada Lampiran |l huruf B poin 5 dijelaskan bahwa untuk penyusunan LAKIP
atau LKjIP menjadi tanggung jawab dari Inspektorat Kota Batam. Hal ini sudah
tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini dikarenakan didalam Peraturan
Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilizas Kinerja Instansi
Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu
atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah welah mengamanatkan APIP daerah
untuk melakukan reviu atas Laporan Kinerja dan mengeluarkan pernyataan
telah di reviu yang ditandatangani oleh pimpinan APIP sehingga perlu segera

dilakukan revisi.

¢. Substansi Laporan Kinerja dinilai telah cukup memadai. Hal ini ditunjukkan
dengan keselarasan antara tujuan, sasaran dan indikator dalam perjanjian
kinerja dengan rencana strategis serta keselarasan IKU laporan kinerja
dengan IKU yang ditetapkan. Analisis Program dan Kegiatan yang mendukung
pencapaian target kinerja tidak dilakukan tersendiri namun menjadi bagian
dalam penjelasan hasil analisis efisiensi penggunaan sumberdaya yang

dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai.
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Inspektorat Daerah Kota Batam
2) Saran

Berdasarkan beberapa simpulan diatas ada hal yang perlu menjadi perhatian bagi
manajemen Pemerintah Kota Batam untuk penyusunar selanjutnya yaitu,
Melakukan revisi Peraturan Walikota Batam Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Standard Operating Procedure Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kota Batam pada
Lampiran Il huruf B poin 5 Tabel Tata Kelola Pelaksanaan SAKIP Pemerintah Kota
Batam dari penanggung jawab Lakip Kota adalah Inspektorat Daerah menjadi
Bagian Organisasai Sekretariat Daerah Kota Batam sebagaimana kondisi

pelaksanaan saat ini.

Demikian kami sampaikan hasil reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK|IP)
Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2023.

rana Gustini, S.

NIP. 19680824 19900¢ 2 001

Laporan Reviu atas LKjIP Pemerintah Kota Batam TA 2023 4



PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PEMERINTAH KOTA BATAM
TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kota
Batam untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja
berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014. Substansi informasi yang
dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajeman Pemerintah

Kota Batam.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Kinerja

telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu yang telah kami lakukan, tidak terdapat kondisi atau hal-hal
yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang

disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Batam, 26 Maret 2024

na Utama Muda
“ 19680824 199008 2 001



IKHTISAR ERSENUTIF

Laporan Kinerja Pemerintah Kota Batam Tahun 2023 menyajikan capaian
kinerja Sasaran Strategis dan berbagai upaya yang telah dilakukan dalam
rangka mencapai kinerja tersebut. Pada Tahun 2023, Pemerintah Kota Batam
memiliki sebelas sasaran strategis yang meliputi keberhasilan peningkatan
ekonomi, pembangunan infrastruktur yang sinergis, mewujudkan birokrasi
yang bersih dan berintegritas, serta mewujudkan pemerintahan yang efektif,
efisien, dan akuntabel. Target kinerja yang telah ditetapkan secara umum
dapat terpenuhi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun
demikian, masih terdapat beberapa indikator yang belum tercapai. Secara
umum keberhasilan program-program sangat ditentukan oleh komitmen,
keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara dan
pengguna layanan. Uraian tingkat ketercapaian/ketidaktercapaian indikator
akan lebih detail diuraikan pada Bab Akuntabilitas Kinerja.

Selain pencapaian target tahun 2023, laporan kinerja tahun 2023 ini juga
menginformasikan pencapaian target RPJMD 2021 — 2026 Pemerintah
Kota Batam sampai dengan tahun 2023 (tahun kedua RPJMD).

1. Meningkatkan Perekonomian Kota Batam Berbasis Sektor Perindustrian,
Perdagangan, Jasa Dan Pariwisata Yang Berdaya Saing

Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Target Realisasi | Capaian

591% 6,84% 115,74%

1

2. Meningkatkan Perekonomian Kota Batam Yang Merata Dan Inklusif

Indeks Gini

Target Realisasi Capaian

0,325 0,336 96,73

b1
1l




3. Mewujudkan Infrastruktur Kota Yang Berkualitas Dan Serasi Dengan Tata
Ruang Kota Batam Serta Berwawasan Lingkungan

Indeks Infrastruktur Wilayah Perkotaan ]
Target Realisasi \ Capaian
69,40 71,44 ‘ 102,94

4. Mewujudkan Pembangunan Manusia Yang Unggul Dan Bertagwa Menuju
Masyarakat Yang Adil Dan Sejahtera

Indeks Pembangunan Manusia
Target Realisasi Capaian
81,74 82,64 101,10
[ Persentase Penduduk Miskin
Target Realisasi Capaian
4,69% 5,02 93,43

5 Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar Dan
Memperluas Akses Hinterland

Indeks Infrastruktur Wilayah Hinterland

Target

[

Realisasi

Capaian

59,41

67,94

114,36

6. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah Yang Professional, Akuntabel,

Transparan Dan Mengayomi

Indeks Reformasi Birokrasi ]
Target Realisasi Capaian i
70,01 (B) \ 81,92 (A-) 117,03




7. Meningkatnya Realisasi Investasi Kota Batam

Pertumbuhan Realisasi Investasi Daerah

Target

Realisasi

Capaian

9,51%

44,37

466,56

8. Meningkatnya Peran Gender Dan Pemuda Dalam Pembangunan

Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Target Realisasi Capaian
94,48 9475 100,31
9. Menurunnya Angka Pengangguran
Tingkat Pengangguran Terbuka
Target Realisasi Capaian
8.75% 8,14 119,78

10. Terwujudnya Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah Yang
Efektif, Efisien Dan Berkualitas

Opini BPK
Target Realisasi Capaian
WTP WTP 100
Nilai LPPD
Target Realisasi Capaian
Sangat Tinggi Sedang (2,65) 80

11.Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Transparan Dan Akuntabel

Dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi

Indeks SPBE
Target Realisasi Capaian
3,18 3,77 118,55




Berdasarkan tabel di atas dan dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Batam,

tahun 2023 ditetapkan 11 sasaran dengan 13 Indikator Kinerja Utama yang

diperjanjikan, hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

1. 5 Indikator atau 69 23% Melampaui target
2. 4 Indikator atau 7,69 % Sesuai target
3. 4 Indikator atau 23,08% Belum mencapai target

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PEMERINTAH KOTA BATAM TAHUN 2023

B Melampaui target
B Sesuai Target

u Belum Mencapai Target

vi



DAFTALR ISI

Kata Pengantar .............c.oooviiiee e ii
IKhtisar EKSEKULIT .........c.coviiiiiiiiiieee st iii
B - = T £ S vii
Bab | PendahulUan ............ccoouoouiuiiuiieeee oo, 1
A. Latar Belakang .........oc.oooiieeeieeoesee o) 1

B. Kewenangan dan Tugas POKOK ............ccooeviveieeeiesveosseesesees s, 2

8. KeWENANGAN .....ooiiieeiiieiiirie e eeae s e s s sreevae e sane e s e 2

D. TUGAS POKOK ......ooiviviiriririreeiisicieeeesesse s e se e e s e et et s eses s, 2

C. Struktur Organisasi dan Aparatur Pemerintah ..............oocovveivveeeenenn, 3

a. Struktur OrganiSasi .........c..ocurueiuiceeieeieieecee e, 3

b. Aparatur PEmerintah .............c..cccovreriieeisieeeiresrsssessessessessesssssessnens 4
B L T ey 6
Bab Il Perencanaan KIBHa <...c....viiiiiinminiisinissiie sismmmmmmremersressssree T
A RONGANG BIABQIS .o i ststes boramemmesamsmammsns 7
B PRnahiam NOma iR RO . o i s R e st semsenrene 12
C.. DUKUINGAR ADDORIBIN i s i i s 14
Baly Il Akuntabilitas KINSHE ... iimsimimsasmmsisaig s shinmisia 16
A. Akuntabilitas Kinerja Sasaran .............ccccocovviveeiiie e 24

1. Meningkatkan Perekonomian Kota Batam Berbasis Sektor
Perindustrian, Perdagangan, Jasa Dan Pariwisata Yang

BRGS0 o commumommnsmmmmniu aosssiss s s R A G 24

2. Meningkatkan Perekonomian Kota Batam Yang Merata Dan

3. Mewujudkan Infrastruktur Kota Yang Berkualitas Dan Serasi
Dengan Tata Ruang Kota Batam Serta Berwawasan Lingkungan .. 43

4. Mewujudkan Pembangunan Manusia Yang Unggul Dan Bertagwa
Menuju Masyarakat Yang Adil Dan Sejahtera ............ccccocoovvvenennnn.. 76

5. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar Dan
Memperluas Akses Hinterland ...............cccocoveiiiieoeecceeeeeeeee e, 105

vii



6. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah Yang Professional,

Akuntabel, Transparan Dan Mengayomi .............ooooeeevrmoooeeeen . 121
7. Meningkatnya Realisasi Investasi Kota Batam ..........cc.occcoovvvennnn, 144
8. Meningkatnya Peran Gender Dan Pemuda Dalam Pembangunan . 148
9. Menurunnya Angka Pengangguran .............cccooveoeeeeeeoeieeieeeenen, 153
10. Terwujudnya Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan Pemerintah
Daerah Yang Efektif, Efisien Dan Berkualitas ...............cc.c......... 158
11.Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Transparan Dan
Akuntabel Dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi .................. 165
B. Pertanggungjawaban Pengelolaan Anggaran .............ccocoevvivvveeesenennann, 167
RO LB PIUIRRIEN | ooy stonsn s Ao AR OO T B 170

viii




BADB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diwujudkan dengan penerapan
sistem akuntabilitas kinerja, setiap instansi pemerintah wajib
mempertanggungjawabkan kinerja yang dimandatkan. Sebagaimana
disebutkan dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa untuk melaksanakan
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah perlu menyusun Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai perwujudan pemerintahan yang bersih
dan akuntabel. Tujuan penyusunan LK]jIP adalah untuk menginformasikan
dan mengkomunikasikan kinerja yang sudah dicapai. Sebagai bentuk media
komunikasi, LKjIP disusun secara sistematis dan pernodik setiap akhir tahun
anggaran berjalan sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat atas mandat yang
diberikan berupa sasaran kinerja dan sumber daya yang telah dikelola untuk
mencapai sasaran kinerja, Pemerintah Kota Batam telah menyusun Laporan
Kinerja Pemerintah Kota Batam Tahun 2023, Laporan Kinerja yang telah
disusun memberikan gambaran tingkat ketercapaian kinerja, analisis
ketercapaian kinerja tersebut yang meliputi faktor keberhasilan atau
kegagalan, kendala yang dihadapi, upaya yang telah dilakukan, penggunaan
anggaran, dan upaya ke depan yang akan dilaksanakan. Informasi yang tersaji
dalam LK]jIP Kota Batam Tahun 2023 ini juga menjadi bagian dari laporan
pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) Wali Kota
kepada Presiden melalui Kementerian Dalam Negeri yang disusun sesuai
peraturan perundang-undangan yang beraku.



B. KEWENANGAN DAN TUGAS POKOK

a. Kewenangan

Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014, urusan pemerintahan terdiri dari
3 urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan
konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut
adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan
Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan
Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi
dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala
pemerintahan.

Untuk urusan konkuren atau urusan pemerintahan yang dibagi antara
Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dibagi
menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.
Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib
diselenggarakan oleh semua Daerah. Sedangkan Urusan Pemerintahan
Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh
Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

Urusan pemerintah wajib yang diselenggaraan oleh pemerintah daerah
terbagi menjadi Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan
Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan
Dasar. Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah
Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota sebagaimana
disebutkan diatas didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan
eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.

b. Tugas Pokok
Pemerintah Kota Batam mempunyai tugas melaksanakan
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan memberikan
pelayanan prima kepada masyarakat agar terwujud masyarakat Kota
Batam yang Bermartabat dan Batam yang Unggul, Nyaman, Sejahtera
dan Agamis.



C. STRUKTUR ORGANISASI DAN APARATUR PEMERINTAH
a. Struktur Organisasi

Batam sebagai salah satu daerah Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi
Kepulauan Riau, secara yuridis formil didasarkan pada Undang-undang
Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan,
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi
dan Kota Batam. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor
1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam
Nomeor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah sudah tidak sesuai dengan dinamika dan perkembangan
peraturan perundang-undangan maka telah ditetapkan Peraturan Daerah
Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Batam pada gambar berikut dibawah ini :

Gambar 1.2
Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Batam

PEMETAPAN TATA KERJA KDORDINAS| DRGANISAS! PERANGKAT DAERAH
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b. Aparatur Pemerintah
Keadaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Batam
untuk mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
masyarakat pada Tahun 2023 sejumlah 8.828 orang yang terdiri dar 5.628
orang Pegawai Negen Sipil (PNS) dan 3.200 orang Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Adapun rincian PNS di lingkungan
Pemerintah Kota Batam menurut:

* Golongan

Golongan | ; 23 orang

Golongan Il . 664 orang

Golongan Il : 4.122 orang

Golongan IV : 818 orang
 Jabatan

« Jabatan Struktural, yang terisi 797 orang yang terdiri dan :

JPT . 38 orang
Administrator - 185 orang
Pengawas . 574 orang

» Jabatan fungsional yang terisi sebanyak 6.495 orang, terdiri atas :
Tenaga guru :4.276 orang
Tenaga kesehatan : 1.293 orang
JFT lainnya . 926 orang

« Tingkat Pendidikan

SD . 20 orang
SMP : 16 orang
SLTA . 642 orang
D1 : 4 orang
D2 . 53 orang
D3 :1.076 orang
D4 . 202 orang
S1 - 6.349 orang
S2 : 463 orang
53 : 3 orang



Upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja Aparat Pemerintah
Kota Batam telah melakukan berbagai program melalui pemberian
penghargaan, pendidikan pelatihan teknis umum dan fungsional seria
pemberian hukuman dan pembinaan. Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam juga telah
mengirimkan pegawai untuk mengikuti diklat peningkatan kompetensi
manajerial. Adapun Jumlah pegawai yang mengikuti diklat ini sebanyak 42
orang masing-masing :

¢ Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat |l sebanyak 2 orang

+ Pelatihan Kepemimpinan Pengawas sebanyak 40 orang

Peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian yang transparan dan

akuntabel. Jumlah pegawai yang mengikuti Peningkatan Kompetensi

Teknis dengan mengikuti diklat teknis tugas dan fungsi sebanyak 63

orang. Dan peningkatan pelayanan melalui tugas belajar:

1. Jumlah pegawai yang mengikuti tugas belajar yang melepaskan
jabatan menggunakan dana APBD sebanyak 2 orang.

2. Jumlah pegawai yang mengikuti tugas belajar yang melepaskan
jabatan menggunakan dana APBN/Kemenkes/Biaya Mandiri sebanyak
20 orang.

3. Jumlah pegawai yang mengikuti tugas belajar Program S1 yang tidak
melepaskan jabatan menggunakan biaya mandir sebanyak 32 orang.

4. Jumlah pegawai yang mengikuti tugas belajar Program S2 yang tidak
melepaskan jabatan menggunakan biaya mandiri sebanyak 22 orang

Persentase Penanganan terhadap Pelanggaran Disiplin PNS.
Penanganan kasus pelanggaran disiplin sedang dan berat pada tahun
2023 sebanyak 29 orang.



D. ISU STRATEGIS

Dalam melaksanakan roda Pemerintah, sesuai RKPD Perubahan 2023 telah

ditetapkan prioritas penanganan, antara lain:

1
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12.

Adaptasi Era Normal Baru Pasca Wabah Covid-19

Mengembangkan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Reformasi Birokrasi

Mewujudkan Batam sebagai Bandar Madani Berstandar Internasional
Menciptakan Batam sebagai Salah Satu Pusat Pertumbuhan Ekonomi
Nasional

Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi
dan Pelayanan Dasar

Peningkatan Infrastruktur wilayah Hinterland Kota Batam
Mengembangkan Wilayah (Kecamatan) untuk Mengurangi Kesenjangan
dan Menjamin Pemerataan

Peluang Pembiayaan Pembangunan Non APBD

. Pembangunan Berbasis Gender (Perempuan, Anak, Disabilitas dan

Lansia

Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan
Perubahan lklim

Pemilihan Kepala Daerah Serentak.



BAB I
PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dituangkan
merupakan pemaparan dari kerangka pembangunan strategis Kota Batam
untuk periode lima tahun. Segala hal terkait seperti penjabaran visi, isi, serta
program pemerintah Kota Batam tertuang di dalamnya.

Pedoman RPJMD mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD). Tak hanya itu, RPJPN dan RPJMN Nasional juga
turut menjadi bahan pertimbangan. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3
Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2018-2023, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pemerintah Kota Batam
Tahun 2020, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Batam
Tahun 2020 dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Batam Tahun 2020.

VISI Pemerintah Kota Batam sesuai Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kota Batam 2021-2026 yang merupakan cita-cita yang
ingin dicapai yaitu:

“TERWUJUDNYA BATAM SEBAGAI BANDAR DUNIA
MADANI YANG MODERN DAN SEJAHTERA”

Penjabaran visi di atas adalah sebagai berkut:

Bandar Dunia

Kota Batam diarahkan menjadi kota industri, perdagangan, pariwisata dan
alih kapal yang kompetitif dan dinamis di Asia Tenggara, serta atraktif bagi
pelaku bisnis yang berpotensi menjadi "center of excellence”,



Madani

Kota Batam diarahkan untuk mewujudkan masyarakatnya yang berkarakter,
berperadaban, sopan santun, disiplin, serta berbudaya tinggi, berbanding
lurus dengan konsep civil society yang religius;

Sejahtera
Mengandung makna kondisi masyarakat yang utuh lahir dan batin meliputi
kondisi yang baik di tingkat pendidikan, kesehatan dan pendapatan, rasa

aman, merdeka serta mampu mengaktualisasikan potensi ada;

Modern

Sebagai sikap, cara berfikir, dan cara bertindak yang produktif, berdaya
saing, mandiri, terampil dan inovatif dengan mengedepankan tatanan sosial
yang toleran, rasional, bijak dan adaptif terhadap dinamika perubahan.
Dalam rangka mewujudkan visi, maka disusun misi yaitu rumusan umum
mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang
akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan sebelumnya.
Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan
strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan,
kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah.
Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan
dalam rangka mencapai perwujudan visi. Pemerintah Kota Batam
menetapkan Misi:

1. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan melalui
peningkatan kualitas dan diversifikasi kegiatan perekonomian berbasis
keunikan dan keunggulan wilayah
Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi yang pertama dan
keempat, Kota Batam sebagai "Bandar Dunia’ yang "Modern”. Sesuai
potensi ekonomi lokal yang ada, maka aktivitas perekonomian Kota Batam
bertumpu pada pengembangan sektor unggulan daerah, yaitu industri,
perdagangan, dan pariwisata dengan tetap menjamin pertumbuhan ekonomi
yang inklusif. Selain itu, lokasi Kota Batam yang strategis merupakan



keunggulan wilayah yang dapat dimanfaatkan sebagi tempat alih kapal yang
kompetitif dan dinamis serta atraktif bagi pelaku bisnis sehingga menjadi
“center of excellence” di Asia Tenggara. Dengan demikian, Kota Batam
diharapkan memiliki pertumbuhan ekonomi yang mantap namun tetap
memperhatikan pemerataan pendapatan atau pun produktifitas ekonomi
antar kelompok masyarakat maupun wilayah.

. Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan didukung
Infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah,
Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang

Misi ini juga menjadi bagian upaya pencapaian pokok visi Kota Batam
sebagai “Bandar Dunia” yang “Modern”. Untuk menciptakan Kota Batam
sebagai kota industri, perdagangan dan pariwisata, serta centre of
excellence di Asia Tenggara, maka pengembangan dukungan infrastruktur,
utilitas dan sistem transportasi yang maju menjadi keharusan. Selain itu,
penciptaan kondisi yang kondusif bagi pelaku bisnis melalui kota yang
ramah, aman dan nyaman juga menjadi keharusan. Kota Batam diharapkan

menjadi kota yang layak huni.

. Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan
Berakhlak Mulia Berkeadilan

Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi “Sejahtera” dan
“Modemn”, yaitu mewujudkan masyarakat sejahtera berbasis potensi
sumber daya lokal, baik di bidang sosial, ekonomi maupun budaya.
Kesejahteraan sosial terjadi saat kualitas hidup masyarakat meningkat,
yang tercermin dari meningkatnya indeks pembangunan manusia serta
menurunnya masyarakat miskin. Kesejahteraan ekonomi tercapai saat
masyarakatnya produktif dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi
yang mantap yang bersumber dari peningkatan produktifitas sektor-
sektor ekonomi potensial (lokal). Kesejahteraan di bidang budaya
tercermin dari berkembangnya potensi budaya daerah/lokal, masyarakat
yang memiliki rasa aman, merdeka serta mampu mengaktualisasikan

potensinya, khususnya saat berperan serta dalam pembangunan.



4. Melanjutkan Percepatan pembangunan di Daerah Hinterland untuk
pemerataan dan sebagai penopang perekonomian Kota Batam
Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi “Sejahtera” sekaligus
“Bandar Dunia” yang "Modern”. Dibalik lokasi wilayah yang strategis,
Kota Batam yang merupakan wilayah kepulauan memiliki tantangan
pembangunan tersendiri untuk menjamin pembangunan segala bidang
yang merata di seluruh wilayah. Masyarakat Kota Batam yang “sejahtera”
akan terwujud secara merata jika pembangunan daerah hinferiand,
khususnya infrastruktur dasar dan daerah, sebagai wilayah penopang
Kota Batam dipercepat sehingga tidak terlalu jauh tertinggal
dibandingkan dengan pembangunan daerah main/and/kota.

5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Responsif, Efektif
dan Efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat
Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi “Madani” yang
*modern”, yaitu masyarakatnya yang berkarakter, berperadaban, sopan
santun, disiplin, serta berbudaya tinggi dan berbanding lurus dengan
konsep civil society yang tetap mengedepankan sikap religius.
Permasalahan-permasalahan pembangunan yang terjadi di Kota Batam
salah satunya dikarenakan oleh keterbatasan kualitas tata kelola
penyelenggaraan pemerintahan, seperti keterbatasan kualitas sumber
daya manusia, sarana prasarana pendukung pelayanan, pengelolaan
keuangan daerah hingga sistem/kelembagaan pemerintahan.
Penyelenggaraan birokrasi yang profesional dan berintegritas
merupakan upaya peningkatan kualitas reformasi birokrasi sehingga
terjadi peningkatan kualitas pemerintah dalam memberikan pelayanan
maupun menyelenggarakan urusan pemeritahan lainnya yang mampu

menjadi modal atau penggerak pembangunan Kota Batam.
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Berdasarkan visi dan misi di atas, Pemerintah Kota Batam merumuskan Tujuan
serta Sasaran Strategis Tahun 2023 sebagai berikut:
1. Meningkatkan Perekonomian Kota Batam Berbasis Sektor perindustrian,
perdagangan, jasa, dan pariwisata yang berdaya saing
1. 1. Meningkatnya kinerja sektor perdagangan;
1. 2. Tumbuhnya sektor Pariwisata Unggulan di Kota Batam,
1. 3. Meningkatnya Realisasi Investasi Kota Batam;

2. Meningkatkan Perekonomian Kota Batam yang Merata dan Inklusif.
2. 1. Meningkatnya produktifitas industri kecil menengah dalam
perekonomian daerah
2. 2. Meningkatnya peran Koperasi dan Usaha Mikro dalam Perekonomian
daerah
2. 3. Meningkatnya kesejahteraan nelayan kecil dan budidaya
2.4 Meningkatnya Ekonomi Kreatif Daerah

3. Mewujudkan infrastruktur kota yang berkualitas dan serasi dengan tata ruang

Kota Batam serta berwawasan lingkungan

3. 1. Terwujudnya perencanaan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang
Kota Batam yang konsisten

3. 2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Kota Batam yang bersih dan
hijau dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung
lingkungan

3. 3. Tersedianya infrastruktur perkotaan yang aman, nyaman dan terpadu
serta kawasan permukiman yang layak huni

4. Mewujudkan pembangunan manusia yang unggul, dan bertagwa menuju

masyarakat yang adil dan sejahtera

4.1. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan dan
literasi masyarakat

4.2. Meningkainya aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan
masyarakat yang terjangkau dan merata

4. 3. Meningkatnya daya beli masyarakat

4_ 4. Meningkatnya peran gender dan pemuda dalam pembangunan
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4.5.
4.6.
4.7.
4. 8.

Meningkatnya kerukunan dan ketentraman hidup masyarakat
Meningkatnya sektor ketahanan pangan daerah

Menurunnya angka pengangguran

Meningkatnya pelayanan sosial masyarakat

5. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan

Memperiuas Akses Hinterland

5
5. 2.
5.3

Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman di wilayah hinterland
Meningkatnya konektivitas antar pulau di wilayah hinterland
Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi

di wilayah hinterland

6. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, akuntabel,

transparan dan mengayomi

6. 1.

6.2
6. 3.

Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan
daerah yang efektif, efisien dan berkualitas

Meningkatnya kemampuan kemandirian keuangan daerah
Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang transparan dan
akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi

B. PERJANJIAN KINERJA 2023

Pada tahun 2023, Pemerintah Kota Batam sesuai dengan Peraturan Menteri
PANRB Nomor 53 Tahun 2014, telah menuangkan sasaran strategis yang

ditetapkan beserta indikator ketercapaian dan targetnya ke dalam Perjanjian
Kinerja (PK). Berikut merupakan PK Pemerintah Kota Batam Tahun 2023,

No.

Sasaran Indikator Sasaran Satuan | Target

Meningkatkan
Perekonomian Kota Batam
Berbasis Sektor Pertumbuhan
Perindustrian, Perdagangan, | Ekonomi Daerah
Jasa Dan Pariwisata Yang I
Berdaya Saing

Persen 5,91%

Meningkatkan
2. | Perekonomian Kota Batam | Indeks Gini Indeks 0,325
Yang Merata Dan Inklusif
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Mewujudkan Infrastruktur
Kota Yang Berkualitas Dan

Indeks Infrastruktur

3. | Serasi Dengan Tata Ruang . Indeks 69,40
Kota Batam Serta Viegls Eeriction
Berwawasan Lingkungan
Mewujudkan Pembangunan | Indeks Pembangunan
Manusia Yang Unggul Dan | Manusia intexs 81,74
4. | Bertagwa Menuju
Masyarakat Yang Adil Dan | pgreantase Penduduk
Sejahtera Miskin Persen | 4,69%
Mewujudkan Pemerataan
Pembangunan Infrastruktur | Indeks Infrastruktur
- Dasar Dan Memperluas Wilayah Hinterland IgGe: |
Akses Hinterland
Mewujudkan
Penyelenggaraan :
6. | Pemerintah Yang E?::;zeformam Indeks 70 (B)
Professional, Akuntabel,
Transparan Dan Mengayomi
Meningkatnya Realisasi % ST
7. b Realisasi Investasi Persen | 9,51
Investasi Kota Batam
Daerah
Meningkatnya Peran Gender Indaks Pembangunan
8. | Dan Pemuda Dalam Indeks 94 46
Gender (IPG)
Pembangunan
Menurunnya Angka Thghse
Q. Pengangguran pengangguran Persen 9,75
terbuka
Terwujudnya Kelembagaan - -
Dan Ketatalaksanaan Qpini BEK Opini Wi
10.| Pemerintah Daerah Yang
tif i =i ;
S, !Eﬁsren Ban Nilai LPPD Kategori Sgngqt
Berkualitas Tinggi
Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik Yang
11.| Transparan Dan Akuntabel | Indeks SPBE Indeks 3,18

Dengan Memanfaatkan
Teknologi Informasi
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C. DUKUNGAN ANGGARAN

Pada Tahun 2023, Pemerintah Kota Batam mendapatkan dukungan anggaran
sebesar Rp. 1.346.504.242.658,- dengan perincian dukungan anggaran tiap

sasaran kinerja sebagai berikut:

No. Sasaran Indikator Sasaran | Target Anggaran
Meningkatkan
Perekonomian Kota Batam
Berbasis Sektor
1. | Perindustrian, Pertumbuhan | 55400 | Rp. 15.731.118.973,-
Ekonomi Daerah
Perdagangan, Jasa Dan
Pariwisata Yang Berdaya
Saing
Meningkatkan
2. | Perekonomian Kota Batam | Indeks Gini 0,325 Rp. 14.246.592.512 -
Yang Merata Dan Inklusif
Mewujudkan Infrastruktur
: Indeks
Kota Yang Berkualitas Dan ——
3. | Serasi Dengan Tata Ruang 69,40 | Rp. 462.522.681.894,-
Wilayah
Kota Batam Serta
: Perkotaan
Berwawasan Lingkungan
Mewujudkan Indeks
Pembangunan Manusia Pembangunan 81,74
Manusia
4. | Yo% Unggul Dan Rp. 554.388.739.573 -
Bertagwa Menuju Barsaniass
Ma_syarakat Yang Adil Dan Penduduk Miskin 4,69%
Sejahtera
Mewujudkan Pemerataan | Indeks
Pembangunan Infrastruktur | Infrastruktur
.525.723.288, -
3 Dasar Dan Memperluas Wilayah 90 Rp 122.525.723.268
Akses Hinterland Hinterland
Mewujudkan
Penyelenggaraan
Pemerintah Yang Indeks Reformasi
9 Professional, Akuntabel, Birokrasi 7048 Re. 5.438.866.500
Transparan Dan
Mengayomi
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Meningkatnya Realisasi

Pertumbuhan

7. rwisatasl Kota Betsm Realisasi 9,51 Rp. 940.526.000,-
Investasi Daerah
Meningkatnya Peran Indeks
8. | Gender Dan Pemuda Pembangunan 9446 | Rp. 19.366.892.440.-
Dalam Pembangunan Gender (IPG)
Tingkat
9. r;ﬂ::u;nnifa?‘ngka pengangguran 9,75 Rp. 19.049.357.317 -
9angg terbuka
Terwujudnya Kelembagaan Opini BPK WTP
Dan Ketatalaksanaan
10.| Pemerintah Daerah Yang Rp. 126.755.289.986 -
Efektif, Efisien Dan Nilai LPPD Sangat
Berkualitas Tinggi
Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik Yang
11.| Transparan Dan Akuntabel | Indeks SPBE 3,18 Rp. 5.538.454.175,-

Dengan Memanfaatkan
Teknologi Informasi
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BAB Il
ANUNTABILITAS KINEDRJA

Akuntabilitas kinerja menggambarkan kemampuan instansi pemerintah dalam
mempertanggungjawabkan hasil atas penggunaan anggaran yang dilaksanakan.
Pelaksanaan akuntabilitas kinerja memastikan bahwa pelaksanaan anggaran yang
ditetapkan merupakan cara untuk mencapai sasaran strategis dan membantu
instansi pemerintah dalam memfokuskan sasaran strategis yang langsung
dirasakan masyarakat (pengguna layanan), menetapkan ukuran keberhasilan atas
pencapaian sasaran strategis (berupa indikator kinerja dan target), serta memilih
program dan kegiatan yang paling efektif- efisien selaras untuk mencapai tujuan.

Isi laporan menggambarkan penilaian tingkat pencapaian target masing-masing
indikator sasaran srategis, yang ditetapkan dalam Dokumen RPJMD Tahun 2021-
2026, RKPD Tahun 2023, dan PK Tahun 2023. Pengukuran Kinerja dilakukan
dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah
dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (performance gap).
Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna
mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan
datang (performance improvement).

Isi laporan menggambarkan penilaian tingkat pecapaian target masing-masing
indikator sasaran srategis, yang ditetapkan dalam Dokumen RPJMD Tahun 2021-
2026. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran
ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah, sebagai berikut :
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Tabel
Predikat Nilai Capaian Kinerja
Dalam Skala Pengukuran Ordinal

< 100% Tidak Tercapai
> 100% Melebihi Target

Predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%)
dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut:

Tabel
Kategori Pencapaian Kinerja Sasaran
Pemerintah Kota Batam Tahun 2023

1 Sangat Baik >90

2 Baik 75.00-89.99
3 Cukup 65.00 - 74.99
4 Kurang 50.00-64.99
5 Sangat Kurang 0-49.99

Setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU).
Tujuannya, demi mengukur peningkatan kinerja, serta lebih meningkatnya
akuntabilitas kinerja pemerintah.

Hal pertama yang perlu dilakukan instansi pemerintah, adalah menentukan kinerja
utama dari instansi pemerintah bersangkutan. Kinerja harus utama terkandung dalam
tujuan dan sasaran sftrategis instansi pemerintah, sehingga IKU jadi ukuran
keberhasilan dari suatu tujuan. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran
keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Pemerintah Kota Batam
telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Tingkat Kota Batam melalui
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Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.108/HK/I/2022 tentang Penetapan
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Batam Tahun 2022-2026.

Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, Pemerintah Kota Batam

melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan

memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat

mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator
kinerja utama Pemerintah Kota Batam tahun 2022 menunjukan hasil sebagai berikut:

Tabel
Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Batam
Tahun 2023
INDIKATOR i
NO SASARAN SATUAN
TARGET | REALISASI | CAPAIAN
g |Femumotnan Persen 5.91 6,84 115,74
Ekonomi Daerah
2 | Indeks Gini Indeks 0,325 0,336 96,73
Indeks Infrastruktur
3 Wilayah Perkotaan Indeks 69,40 71,44 102,94
Indeks
4 | Pembangunan Indeks 81,74 82,64 101,10
Manusia
Persentase
b Penduduk Miskin Persen 4 69 5,02 93,43
Indeks Infrastruktur
6 Wilayah Hinterland Indeks 59 41 67,94 114,36
7 |Indeks Reformasi | ... | 70.01 8192 | 117,03
Birokrasi (B)
Pertumbuhan
8 | Realisasi Investasi Persen 9,51 44 37 466,56
Daerah
Indeks
9 | Pembangunan Indeks 94 46 94,75 100,31
Gender (IPG)
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Tingkat
10 | pengangguran Persen 9,75 8,14 199,78
terbuka
11 | Opini BPK Opini WTP WTP 100.00
_— . | Sangat Sedang
12 | Nilai LPPD Kategori Tinggi (2.65) 80,00
13 | Indeks SPBE Indeks 3,18 3,77 118,55

Sumber: Bapelitbangda Kota Batam

Secara umum, Pemerintah Kota Batam telah dapat melaksanakan tugas dalam

rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota
Batam Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pemerintah Kota Batam
Tahun 2023

NO

SASARAN NO

INDIKATOR
SASARAN

SATUAN

2023

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

Meningkatkan
Perekonomian
Kota Batam
Berbasis Sektor
Perindustrian,
Perdagangan,
Jasa Dan
Pariwisata
Yang Berdaya
Saing

Pertumbuhan
Ekonomi
Daerah

Persen

591

6,84

115,74

Meningkatkan
Perekonomian

2 | Kota Batam 2

Yang Merata
Dan Inklusif

Indeks Gini

Indeks

0,325

0,336

98,73
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Mewujudkan

Infrastruktur

Kata Yang

Berkualitas Dan Indeks

?::iﬁ';ga” m:g:ktur Indeks | 6940 71,44 102,04

Kota Batam Perkotaan

Serta

Berwawasan

Lingkungan

Mewujudkan Indeks

Pembangunan Pembangunan Indeks 81,74 B2 64 101,10

Manusia Yang Manusia

Unggul Dan

Bertagwa

Menuiju Persentase

Masyarakat Penduduk Persen 4,69 5,02 93,43

Yang Adil Dan Miskin

Sejahtera

Mewujudkan

Pemerataan

Pembangunan ::‘f;:ks

Infrastruktur LRI Indeks 59,41 67,94 114,36
Wilayah

Dsar Do Hinterland

Memperluas

Akses Hinterland

Mewujudkan

Penyelenggaraan

Pemerintah Yang Indeks

Professional, Refarmasi Indeks 70,01 (B) 81,92 117,03

Akuntabel, Birokrasi

Transparan Dan

Mengayomi

Meningkatnya ;ert:.:imbl_.lhan

Realisasi Investasi Inii::: Persen 9,51 44,37 466,56

Kota Batam Daerah

Meningkatnya

Peran Gender Indeks

Dan Pemuda Pembangunan Indeks 84 45 9475 100,31

Dalam Gender (IPG)

Pembangunan
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Menurunnya Tingkat |
9 | Angka 10 | pengangguran | Persen 9,75 B,14 199,78
Pengangguran terbuka
Terwujudnya
Kelembagaan Dan | 11 | Opini BPK Opini WTP WTP 100.00
Ketatalaksanaan
10 | Pemerintah
Daerah Yang o .| Sangat Sedang
Efekiif, Efisien 12 | Nilai LPPD Kategori Tingg (2.65) 80,00
Dan Berkualitas
Meningkatnya
Kualitas
Pelayanan Publik
Yang Transparan
11 | Dan Akuntabel 13 | Indeks SPBE Indeks 3,18 3,77 118,55
Dengan
Memanfaatkan
Teknologi
Informasi
o Sumber: Bapelitbangda Kota Batam
Tabel
Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran
Pemerintah Kota Batam Tahun 2023
RATA-RATA % JUMLAH
NO: BRSELA CAPAIAN INDIKATOR
1 Sangat Baik =90 13
2 Baik 75.00 — 89.99 -
3 Cukup 65.00 - 74.99 -
4 Kurang 50.00 - 64.99 -
5 Sangat Kurang 0-49.99 -
6 nfa - -
Jumlah 13
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Tabel

Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Pemerintah Kota Batam Tahun 2023

MNo

Sasaran Strategis

Jumlah
Indikator

Rata-Rata
Capaian

0-49.9

50.00-
64.99

65.00—
74.99

75.00-
B9.99

>90

Kinerja
Sasaran

Sangat
Kurang

Kurang

Cukup

Baik

Sangat
Baik

AM

isi 1

Meningkatkan
Perekonomian
Kota Batam
Berbasis Sektor
Perindustrian,
Perdagangan,
lasa Dan
Pariwisata Yang
Berdaya Saing

115,74

Sangat
Baik

Meningkatkan
Perekonomian
Kota Batam Yang
Merata Dan
Inklusif

96,73

Sangat
Baik

Meningkatnya
Realisasi Investasi
Kota Batam

466,56

Sangat
Baik

isi 2

Mewujudkan
Infrastruktur Kota
Yang Berkualitas
Dan Serasi
Dengan Tata
Ruang Kota
Batam Serta
Berwawasan
Lingkungan

102,94

Sangat
Baik

Mewujudkan
Pembangunan
Manusia Yang

Unggul Dan
Bertagwa Menuju
Masyarakat Yang

Adil Dan
Sejahtera

97,26

Sangat
Baik
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Meningkatnya
Peran Gender
Dan Pemuda
Dalam
Pembangunan

100.31 - -

Sangat
Baik

Menurunnya
Angka
Pengangguran

Sangat
Baik

Mewujudkan
Pemerataan
Pembangunan
Infrastruktur
Dasar Dan
Memperluas
Akses Hinterland

114,36 - <

Sangat
Baik

Mewujudkan
Penyelenggaraan
Pemerintah Yang

Professional,

Akuntabel,
Transparan Dan
Mengayomi

117,03 : .

Sangat
Baik

10

Terwujudnya
Kelembagaan Dan
Ketatalaksanaan
Pemerintah
Daerah Yang
Efektif, Efisien
Dan Berkualitas

80,00 - .

Sangat
Baik

11

Meningkatnya
Kualitas
Pelayanan Publik
Yang Transparan
Dan Akuntabel
Dengan
Memanfaatkan
Teknologi
Informasi

118,55 . .

Sangat
Baik

Sumber: Pengolahan Data
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A AKUNTABILITAS KINERJA SASARAN

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang telah dilakukan, pencapaian kinerja
Pemerintah Kota Batam dan analisisnya adalah sebagai berikut.

Indikator Kinerja : Pertumbuhan Ekonomi Daerah

2022 5,05 6,84 135,45 90,96
7,52

2023 5,91 6,84 115,74 90,96
Sumber: Bapelitbangda Kota Batam

Tahun 2023 merupakan tahun kedua RPJMD pada kinerja nyata atas
sasaran ini dengan indikator “Pertumbuhan Ekonomi Daerah”. Adapun
realisasinya sebesar 6,84% dari target sebesar 5,91% yang direncanakan
dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian
kinerjanya adalah 115,74%, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan,
namun tidak terjadi peningkatan apabila dibandingkan dengan target akhir
RPJMD Kota Batam sebesar 7,52% maka capaian kinerjanya pada tahun
2023 sudah mencapai 90,96%.

Capaian ini didorong dengan implementasi sektor perekonomian yang tidak
hanya bertumpu pada industri besar yang ada di kawasan industri saja,
namun memperhatikan juga pengembangan sektor ekonomi lain sehingga
capaian lebih optimal. Selain itu adanya peningkatan sektor-sektor unggulan
seperti pariwisata dan perdagangan di Kota Batam yang menyebabkan
perekonomian bergerak ke arah positif melebihi target yang ditetapkan. Hal
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ini juga dikarenakan dilakukan upaya percepatan pemulihan dan pemerataan

pembangunan ekonomi dengan rencana tindak lanjut berikut:

1.
2,

®» o & W

Memfasilitasi akses bagi usaha mikro ke pusat perdagangan,

Mendorong berkembangnya pusat kegiatan ekonomi di bidang
pariwisata;

Pemasaran dan promosi yang optimal;

Penurunan sukudana bergulir menjadi 4% (sesuai ketentuan berlaku);
Fasilitasi ruang usaha mikro yang akan dibangun pemerintah;
Meningkatkan pendapatan nelayan dan petani melalui pasar yang
menjual produk lokal;

Operasi pasar dan bantuan sembako untuk mengontrol harga dan

menekan laju inflasi.

Hal ini dapat dilihat dan diukur dengan pertumbuhan sub sektor perdagangan

besar dan eceran (bukan mobil dan sepeda motor) dan pertumbuhan sektor

pendukung pariwisata (sektor akomodasi dan makan minum). Untuk melihat

perbandinga capaian kinerja antara tahun 2022 dan tahun 2023, dapat dilihat

pada tabel di bawah ini :

Tabel
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Sasaran Meningkatkan

Perekonomian Kota Batam Berbasis Sektor Perindustrian, Perdagangan,

Jasa Dan Pariwisata Yang Berdaya Saing Tahun 2022 dan Tahun 2023

Capaian

Tahun 2022 Tahun 2023 Realisasi

Indikator Target | 5093 Thd

No RPJMD

Sasaran (2026) Target

Target | Realisasi % Target | Realisasi % RPJMD

(2026)
pertumbuhan
sub sektor
perdagangan

1 b‘z?e:::“ 301% | 13,00% | 431,80% | 453% | 3,58% |79.25% | 7.12% | 5042%
{bukan mobil
dan sepeda
motor)
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pertumbuhan
sektor
pendukung
pariwisata
(sektor
akomodasi
dan makan
minum}

2219,58
%

1318,3

2,‘5 54,38 Bg&

3.7% 48,78% 741% | 638,30%

Rata-rata Capaian

1325,74% | o = }
Kinerja Sasaran 325,74% ] 698,82

Sumber: Bapeliibangda Kota Batam

1. Pertumbuhan sub sektor perdagangan besar dan eceran (bukan
mobil dan sepeda motor)
Capaian kinerja nyata pada pertumbuhan sub sektor perdagangan besar
dan eceran (bukan mobil dan sepeda motor) sesuai tabel di atas pada
tahun 2023 adalah sebesar 3,59% dari target sebesar 4 ,53% yang
direncanakan sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 79,25%,
capaian ini belum mencapai target yang ditetapkan. Dengan capaian
kinerja pada tahun 2022 sebesar 431,89% tidak dapat dibandingkan
dengan capaian kinerja tahun ini dikarenakan adanya perbedaan cara
penghitungan. Apabila dibandingkan dengan target akhir Kota Batam
maka capaian kinerjanya sudah mencapai 50,42%.

Pertumbuhan sub sektor perdagangan besar dan eceran (bukan mobil
dan sepeda motor) di Kota Batam adalah meningkatnya nilai PDRB
lapangan usaha sub sektor Perdagangan Besar dan Eceran (Bukan
mobil dan sepeda motor) tahun n dibanding tahun n-1, sehingga dapat
diketahui keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian kinerja maupun
peningkatan/penurunan kinerja. Namun, hal tersebut juga dipengaruhi
oleh beberapa faktor/penyebab. Adapun faktor pendukung dalam
pencapaian kinerja indikator ini dikarenakan adanya akselerasi
pembangunan yang dilakukan oleh Pemko Batam dan BP Batam
sehingga mendorong pertumbuhan investasi yang signifikan;

Sedangkan faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian kinerja
adalah sebagai berikut :
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1. Masih ada keterbatasan kewenangan oleh pemerintah daerah terkait
kebijakan perdagangan,
2. Masih kurangnya sarana pendukung distribusi perdagangan.

Adapun upaya dan solusi untuk mendorong pencapaian kinerja adalah

sebagai berikut:

1. Mengupayakan adanya perbaikan regulasi dalam hal kebijakan
perdagangan terkait kewenangan pemerintah daerah;

2. Memperbaiki pengelolaan pasar rakyat serta pusat distribusi dalam

rangka memperlancar arus distribusi perdagangan.

Agar pencapaian sasaran dapat terwujud, diperiukan perbaikan kinerja
sebagai rekomendasi untuk tahun yang akan datang sepert
melaksanakan kegiatan yang mendukung program pengembangan
ekspor untuk mencapai sasaran peningkatan pertumbuhan sub sektor
perdagangan

Pertumbuhan sektor pendukung pariwisata (sektor akomodasi dan
makan minum)

Indikator ini merupakan salah satu dari indikator sasaran strategis Wali
Kota Batam terkait dengan Misi ke-1. Mewujudkan pertumbuhan
ekonomi yang berkeadilan melalui peningkatan kualitas dan diversifikasi

kegiatan perekonomian berbasis keunikan dan keunggulan wilayah.

Capaian indikator kinerja nyata pada “pertumbuhan sektor pendukung
pariwisata (sektor akomodasi dan makan minum)” yang mendukung
pencapaian sasaran dengan realisasi sebesar 48,78 dari target sebesar
3,7% yang direncanakan sehingga persentase capaian kinerjanya
adalah 1318,38%, capaian sangat melebih target. Dengan ini, bila
dibandingkan dengan target Tahun 2022 sebesar 2.219,59%,
mengalami penurunan yang dapat dilihat juga bahwa hal ini sangat
berpengaruh dengan peningkatan ekonomi Kota Batam, dan bila
dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kota Batam maka capaian
kinerjanya sudah mencapai 658,30%. Perlu tinjauan ulang terhadap
target ini, mengingat capaian yang sudah sangat tinggi.
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Konsumsi merupakan salah satu faktor penggerak pertumbuhan

ekonomi. Tingkat konsumsi masyarakat akan turut menentukan

kecepatan akselerasi pertumbuhan ekonomi Kota Batam. Hal yang

harus diperhatikan adalah pertumbuhan ekonomi harus berimbangan

dengan terciptanya pemerataan pendapatan. Artinya pertumbuhan

ekonomi mampu menciptakan lapangan kerja baru, pengurangan

pengangguran dan pengurangan kemiskinan.

Atas capaian kinerja tersebut, maka terdapat beberapa faktor pendukung

dalam pencapaiannya antara lain:

1. Adanya dukungan perbaikan infrastruktur yang memadai sebagai
akses kepariwisataan.

2. Adanya kebijakan pengembangan destinasi wisata yang dilakukan
sebanyak 1 lokasi pada tahun 2022 yangmasih dilanjutkan pada
tahun 2023 ini.

Adapun faktor yang dapat diidentifikasi sebagai faktor penghambat

capaian kinerja sebagai berikut:

1. Masih perlu peningkatan kualitas SDM bidang kepariwisataan dan
ekonomi kreatif dalam mendorong peningkatan sektor pariwisata dan
ekonomi kreatif;

2. Masih terbatasnya promosi dan pemasaran Pariwisata dengan
menggunakan berbagai Media, dari 5 media promosi yang
ditargetkan hanya 2 media promosi yang terlaksana yaitu TPO dan
Pameran;

3. Kurangnya pembinaan terhadap pelaku usaha sektor pariwisata
terutama terkait sektor akomodasi dan makan minum;

Namun demikian terhadap capaian kinerja ini, masih terdapat beberapa

hal yang perlu diperhatikan oleh Kota Batam, dengan melakukan

langkah-langkah/upaya sebagai berikut:

1. Melakukan mitigasi bencana (baik alam maupun non alam) yang
terintegrasi dalam kebijakan pembangunan kepariwisataan di Kola
Batam.
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2. Meningkatkan media promosi kepariwisataan baik di dalam negeri
maupun luar negeri

3. Kerjasama dengan pihak swasta sebagai pemanfaatan media
promasi

4. Pembinaan terhadap pelaku usaha sektor kepariwisataan terutama
sektor akomodasi dan makan minum

Dalam hal peningkatan yang perlu diperhatikan oleh Kota Batam, dapat
disampaikan rekomendasi perbaikan tahun yg akan datang sebagai
berikut:

1. Memperbaiki sinergi antara sektor pariwisata dengan sektor-sektor
pendukung lainnya secara terintegrasi, seperti sektor olahraga,
sektor seni budaya, sektor usaha mikro dan kecil, sektor industri
kreatif dan sektor lainnya yang dapat menjadi pengungkit sektor
pariwisata Kota Batam);

2. Menyusun desain, strategi dan rencana aksi pada pengembangan
ekosistem bisnis pariwisata dan ekraf dalam konsepsi kota cerdas.

3. Memprioritaskan pencapaian target sesuai dengan RPJMD untuk
program yang belum terealisasi 100%.

4. Meningkatkan kerjasama kepariwisataan baik dalam maupun luar
negeri.

Adapun program yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatkan

Kota Batam Sektor  Perindustrian,

Perdagangan, Jasa Dan Pariwisata Yang Berdaya Saing ini adalah :

1. Program vyang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan
Perdagangan dengan rincian sebagai berikut:

Perekonomian Berbasis

Anggaran Realisasi Capaian
No. Nama Program (Rp.) (Rp.) (%)
Peningkatan sarana
1. | distribusi 498.905.412 - | 403.463.294, - 80,87
perdagangan
g, |/Fengambangen 46.397.500-| 41.053.500| 88,48
Ekspor
Total 545.302.912 - | 444 516,798, - 81,52

Sumber: Bapelitbangda dan BPKAD Kota Batam
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2. Program yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

dengan rincian sebagai berikut:

No. | Nama Program | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) 01%?;3”
Peningkatan

1, |ee Tak 641783.800-| 608628450, 94,83
Destinasi
Pariwisata

g, |FemRAomn 1.478.277.900-| 873.810478-| 59,11
Pariwisata

3, |Pengembangan| o o, 781 461-| 6,386.945.325-| 72,19
Kebudayaan
Pelestarian dan

4. | Pengelolaan 63.414.000,- 49.802.000,-| 78,53
Cagar Budaya

g |Pengelolaan |, 54 695 900.-| 1.160.350.284-| 93,43
Permuseuman
Total 12.273.153.061,-| 9.79.545537,-| 73,98

Sumber: Bapelitbangda dan BPKAD Kota Batam

Indikator Kinerja : Indeks Gini

0,330

0,336

98,18

0325 0,336

96,73

0,300

88,00

89,29

Sumber: Bapelitbangda Kota Batam
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Indeks Gini atau koefisien adalah alat mengukur derajat ketidakmerataan
distribusi penduduk. Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah ukuran
ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang
angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu
(ketimpangan yang sempurmna). Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan jika
terhadap suatu distribusi pendapatan, dan nilai Koefisien Gini mendekati nol
(0) maka makin merata. Sebaliknya, suatu distribusi pendapatan dikatakan
makin tidak merata jika nilai Koefisien Gininya makin mendekati satu.
Patokan tersebut dapat diperhatikan pada tabel sebagai berikut:

Nilai Koefisien Gini Distribusi Pendapatan
<0,4 Tingkat Ketimpangan Rendah
04-05 | Tingkat Ketimpangan Sedang
>0,5 Tingkat Ketimpangan Tinggi

Tahun 2023 adalah pelaksanaan tahun kedua RPJMD pada indikator Indeks
Gini, capaian kinerja indikator tahun ini adalah sebesar 96,73%,
dibandingkan dengan capaian pada tahun 2022 sebesar 98,18% maka
terjadi penurunan sebesar 1,45 poin. Apabila dibandingkan dengan target
akhir RPJMD Kota Batam sebesar 0,300 maka capaian kinerjanya pada
tahun 2023 sudah mencapai 839,29%.

Meningkatkan perekonomian Kota Batam yang merata dan inklusif dalam
upaya mewujudkan RPJMD 2021-2026. Diukur dengan Pertumbuhan Omzet
Industri Kecil Menengah, Pertumbuhan Omzet Koperasi dan Usaha Mikro,
Nilai Tukar Nelayan dan Pertumbuhan Kawasan/Klaster Kreatif. Untuk
melihat capaian kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, dapat dilihat pada
indikator sebagaimana tabel di bawah ini :
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Tabel

Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Sasaran Meningkatkan
Perekonomian Kota Batam Yang Merata Dan Inklusif

I Capaian
Tahun 2022 Tahun 2023 T " Realisasi
Indikator arget | 5023 Thd
Mo RPJMD
Sasaran Target
) o (2026)
Target | Realisasi % Target | Realisasi % RPJMD
(2026)
Pertumbuhan
Omzet
1 : . 527% 5.73% 108,73 8,77 6,79 100,30 12,16% 55 B84
Industri Kecil
Menengah
Pertumbuhan
Omzet
2 : 23,34% 23,50% 100,69 25,51 2571 100,78 | 34,34% 74 87
Koperasi dan
Usaha Mikro
g |NiaiTukar | 46 00% | 101,00% | 10000 | 1015 | 101,85 | 10034 | 103 | 98,88
Nelayan
Pertumbuhan
Kawasan/
4 | Klaster 76,07% | 100,00% | 131,46 78,07 100 128,09 | 84,07% 118,85
Kreatif
Daerah
Reta-ala apaisn 110,22% 107,38% :
Kinerja Sasaran

Sumber: Bapelitbangda Kota Batam

Pertumbuhan Omzet Industri Kecil Menengah

Adapun capaian kinerja nyata dari indikator Pertumbuhan Omzet Industri
Kecil Menengah pada tahun 2022 dari target 5,27% terealisasi 5,73%
dengan capaian 108,73%, terjadi peningkatan target indikator pada
tahun 2023 yang memiliki target 6,77% dan terealisasi sebesar 6,79%
dengan capaian kinerja 100,30%, hal ini karena tahun 2022 masa
pemulihan pasca penanganan pandemic covid-19. Apabila dibandingkan
dengan target akhir RPJMD capaian kinerja ini sudah mencapai 55,84%.
Untuk menentukan Pertumbuhan Omzet Industri Kecil Menengah
dipengaruhi oleh beberapa faktor/penyebab. Adapun beberapa faktor
yang dapat diidentifikasi sebagai faktor pendukung capaian kinerja
sebagai berikut:
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Adanya pembinaan terhadap Industri Kecil Menengah

2. Luasnya akses permodalan

3. Terlaksananya kerjasama antara pelaku usaha Industri Kecil
Menengah Kota Batam dengan pelaku usaha di luar daerah.

Sedangkan faktor penghambat dalam pencapaian kinerja Pertumbuhan

Omzet Industri Kecil Menengah adalah:

1. Aturan pengiriman barang keluar Kota Batam yang tidak sama
dengan status kepabeanan daerah lain,

2. Rantai pasok industri yang tidak saling mendukung;

3. Terbatasnya sumber bahan baku.

Solusi dalam menanggulangi faktor penghambat pencapaian capaian

kinerja, diantaranya sebagai berikut:

1. Mempertemukan pelaku UKM dengan akses pembiayaan baik itu
perbankan, non perbankan maupun lembaga keuangan lainnya

2. Mengikutsertakan pelaku UKM secara bergiliran untuk mengikuti
kegiatan pameran.

3. Melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi sertifikasi usaha untuk
meningkatkan kualitas produk, dan pendampingan bagi para pelaku
UKM.

Gambar
Pelatihan Peningkatan Kualitas Produk IKM/UKM di Kota Batam

L LW s

Sumber; Disperindag Kota Batam
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2.

Pertumbuhan Omzet Koperasi dan Usaha Mikro
Koperasi sesuai Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 21
Tahun 2015, bahwa pemeringkatan koperasi harus dilaksanakan oleh
Lembaga Independen Pemeringkat Koperasi yang telah Terakreditasi
Kementerian Koperasi dan UKM RI. Koperasi Berkualitas adalah
koperasi yang memiliki kinerja baik dalam bidang kelembagaan, usaha,
keuangan serta bermanfaat bagi anggota sebagai badan hukum aktif
dan badan usaha yang dicirikan oleh prinsip-prinsip kohesivitas dan
partisipasi anggota yang kuat dengan kinerja usaha yang semakin sehat
dan berorientasi kepada usaha anggota serta memiliki kepedulian sosial
(Permenkop no 21 tahun 2015 tentang Pemeringkatan Koperasi).
Adapun kriteria koperasi berkualitas terdiri dari beberapa aspek yaitu:
a. aspek kelembagaan koperasi;
meliputi legalitas badan hukum aktif keanggotaan, kepengurusan,
program kerja, standar operasional prosedur, standar operasional
manajemen, peraturan khusus, rapat anggota dan karyawan, rasio
peningkatan jumiah anggota serta persentase kehadiran dalam rapat

anggota;

b. aspek usaha koperasi;
ditunjukkan dengan membaiknya keterikatan anggota terhadap
anggota lain maupun terhadap organisasi, dalam hal rasa tanggung
renteng atau kemauan untuk berbagi resiko (risk sharing), tingkat
pemanfaatan pelayanan koperasi, penambahan aset, peningkatan
volume usaha, peningkatan kapasitas produksi, dan peningkatan
keuntungan;

c. aspek keuangan koperasi;
ditunjukkan dengan struktur permodalan, kondisi kemampuan
penyediaan dana, serta ukuran-ukuran kuantitatif lainnya, sepert,
prosentase pelunasan simpanan wajib, dan prosentase besaran

simpanan sukarela,;

34



d. aspek manfaat koperasi terhadap anggota;

ditunjukan dengan meningkatkan penghasilan anggota, menawarkan
barang dan jasa yang lebih murah, menumbuhkan motif berusaha

yang berperikemanusiaan, menumbuhkan sikap jujur dan terbuka;

. aspek manfaat koperasi terhadap masyarakat;

ditunjukan dengan seberapa jauh usaha yang dijalankan koperasi
dapat menyerap tenaga kerja setempat serta seberapa banyak jumlah
layanan koperasi yang dapat dinikmati oleh masyrakat umum
termasuk peran koperasi ikut mereduksi kemiskinan masyarakat

setempat.

Indikator ini untuk menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan

koperasi dan Usaha Mikro menjadi usaha yang tangguh dan mandiri
(pasal 5, UU No. 20/2008 Tentang UMKM). Berdasarkan hal tersebut,
capaian Indikator Pertumbuhan Omzet Koperasi dan Usaha Mikro pada

tahun 2022 dari terealisasi 23,5% dengan capaian 100,69% dari target

yang diperjanjikan, dan target tahun 2023 sebesar 25,51%, terealisasi

25 71% dengan capaian 100,78%. Apabila dibandingkan dengan target

akhir RPJMD capaian kinerja ini sudah mencapai 74,87 %.

Atas capaian kinerja tersebut, terdapat beberapa faktor yang dapat

diidentifikasi sebagai faktor penghambat capaian kinerja sebagai berikut:

1.

Belum semua Koperasi dan Usaha Mikro mendapatkan pelatihan
karena anggaran yang terbatas

Jumlah ASN Pembina Koperasi yang kurang memadai.

Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam
pengelolaan koperasi.

Masih terbatasnya akses untuk memasarkan produk KUM sehingga
peran pemerintah harus dapat membantu para pelaku KUM untuk
bisa menembus pasar. Misalnya mengikutsertakan pelaku KUM
dalam pameran.

Modal untuk mengembangkan usahanya terbatas permodalan.
Selama ini KUM cenderung mengandalkan kantong pribadi untuk
mengembangkan usahanya dan ini pun tidak terhitung besar.
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Sehingga hal tersebut menjadi kendala para pelaku UMKM untuk
mengembangkan usahanya.

Masih minimnya kemampuan para pelaku KUM dalam hal
manajemen. Terutama soal pembukuan karena pada umumnya para
pelaku KUM belum mampu memisahkan keuangan pribadi dan

usaha.

Adapun beberapa faktor yang dapat diidentifikasi sebagai faktor

pendukung capaian kinerja sebagai berikut.

1.

Adanya dukungan dari Pemerintah Pusat melalui pemberian DAK
(Dana Alokasi Khusus) untuk pembinaan Koperasi dan Usaha Mikro
Permodalan Koperasi yang mendukung pengembangan usaha
Koperasi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai karena
pengembangan usaha koperasi tidak akan lepas dari besar kecilnya
permodalan.

Terbangunnya jaringan kerjasama usaha koperasi, sehingga
memungkinkan koperasi untuk saling bekerjasama.

Manajemen koperasi yang lebih bersifat manajemen partisipatif yaitu
pengelolaan koperasi dengan melibatkan berbagai unsur yang ada
dikoperasi seperti anggota, pengurus maupun karyawan.

Tingginya minat pengelola perusahaan dalam kegiatan
pemberdayaan dan pengembangan usaha

Terlaksananya kerjasama antara pelaku usaha mikro Kota Batam
dengan pelaku usaha di luar daerah.

Solusi dalam menanggulangi faktor penghambat pencapaian capaian

kinerja, diantaranya sebagai berikut:

1.

Koordinasi dengan kementerian/KL dalam upaya dukungan DAK
mendapatkan pagu yang lebih maksimal

Pendidikan dan pelatihan bagi pengelola koperasi dan ASN Pembina
Koperasi.

Perancangan pembangunan aplikasi Jaringan Usaha Koperasi.
Dalam hal ini Pemerintah Kota Batam sudah merancang sebuah
aplikasi jaringan kerja sama antara koperasi penyedia produk

36



(barang dan jasa) dengan koperasi yang membutuhkan produk
(barang dan jasa) dengan nama SIMPELKOP.

Mengikutsertakan pelaku KUM secara bergiliran untuk mengikuti
kegiatan pameran.

Melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi sertifikasi usaha untuk
meningkatkan kualitas produk, dan pendampingan bagi para pelaku
KUM.

Gambar
Pelatihan Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UMK
Di Kota Batam

Sumber: Diskum Kota Batam

Gambar
Pelaksanaan Gebyar UMKM di Kota Batam

o
09-12° -

plipk

Menuju UMKM Handal Dan Berdaya Saing Lhukmnndaaam
Sumber: Diskum Kota Batam
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Nilai Tukar Nelayan

Meningkatnya Kesejahteraan Nelayan Kecil, Pembudidaya lkan, dan
Pengolah Hasil Perikanan yang mencapai target karena didukung
dengan peningkatan produksi nelayan kecil, pembudidaya ikan, dan
pengolah hasil yang merupakan sasaran strategis Pemerintah Kota

Batam yang dilaksanakan melalui Dinas Perikanan.

Nilai Tukar Nelayan digunakan sebagai indikator meski kinerja juga
meliputi kesejahteraan pembudidaya ikan dan pengolah hasil perikanan
karena pelaku utama yang dominan pada sektor perikanan di Kota
Batam adalah nelayan. Selain itu sebagian besar pelaku usaha budidaya
ikan terutama budidaya laut dan pengolah hasil perikanan adalah
anggota rumah tangga nelayan yang melakukan usaha alternatif. Oleh
sebab itu Nilai Tukar Nelayan dapat digunakan sebagai indikator untuk
mengukur tingkat kesejahtreran nelayan kecil, pembudidaya ikan, dan
pengolah hasil perikanan di Kota Batam.

Indikator Nilai Tukar Nelayan ini adalah rasio antara indeks harga yang
diterima nelayan (l)) dengan indeks harga yang dibayar nelayan (lo)
dinyatakan dalam persentase. Sehingga dapat dilihat pada Indikator Nilai

Tukar Nelayan dari target 101% terealisasi 101% dengan capaian 100%,
dan tahun 2021 memiliki target 100,5% dan terealisasi 100,5% dengan
capaian 100%.

Gambar
Pendampingan Lapangan Perikanan

Sumber: Dinas Perikanan Kota Batam
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Beberapa faktor yang dapat diidentifikasi sebagai faktor penghambat

capaian kinerja sebagai berikut:

1. Bantuan sarana dan prasarana perikanan tangkap masih sedikit

2. Fasilitas dan infrastruktur dasar perikanan terutama budidya ikan dan
pengolahan ikan belum maksimal.
Kualitas SDA Perikanan perairan Kota Batam semakin menurun
Kualitas SDM nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah/pemasar
hasil olahan belum memadai

5. Jumlah dan kapasitas tenaga pendamping lapangan perikanan
belum memadai.

Adapun beberapa faktor yang dapat diidentifikasi sebagai faktor

pendukung capaian kinerja sebagai berikut:

1. Meningkatnya jumiah Rumah Tangga Perikanan (RTP) yang telah
memenuhi SOP melalui pembinaan yang dilakukan Pemerintah Kota
Batam

2. Adanya pembinaan terhadap Unit Pengolahan lkan (UPI)

3. Ketersediaan ikan konsumsi yang banyak di perairan Kota Batam.

Solusi dalam menanggulangi faktor penghambat pencapaian capaian

kinerja, diantaranya sebagai berikut:

1. Meningkatkan database UPI

2. Koordinasi dengan kementerian dalam upaya mendapatkan

dukungan maksimal DAK terkait bantuan sarana dan prasarana

Pertumbuhan Kawasan/Klaster Kreatif

Indikator Pertumbuhan Kawasan/Klaster Kreatif ini adalah meningkatnya
Kawasan atau klaster ekonomi kreatif yang ditetapkan oleh Pemerintah
Kota Batam. Melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Pada tahun
2022, Pemerintah Kota Batam memanfaatkan kerjasama dengan pelaku
usaha dengan membuka sentra oleh-oleh Kota Batam di salah satu
Pusat Perbelanjaan. Sentra ini diisi dengan berbagai macam produk IKM
antara lain, makanan, kain dan fashion, dan kerajinan lainnya yamg
masih terus dikembangkan pada tahun 2023 ini.
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Pada tahun 2022 untuk Indikator Pertumbuhan Kawasan/Klaster Kreatif
dari target 76,07% terealisasi 100% dengan capaian 131,46% dari target
yang diperjanjikan, dan pada tahun 2023 dengan target 78,07% dan
terealisasi 100% sehingga capaiannya adalah 128,09%, terjadi
penurunan yang dikarenakan beberapa kebijakan yang disesuaikan
sehingga mempengaruhi kinerja. Adapun beberapa hal yang dapat
diidentifikasi sebagai faktor penghambat antara lain:

Pedagang kaki lima masih perlu ditata secara proporsional;

Belum adanya aplikasi sistem jaringan perdagangan;

Belum optimalnya penyediaan sarana distribusi perdagangan,
Minimnya produk IKM ekspor unggulan Kota Batam.

o & N

Rantai pasok industri di Kota Batam belum banyak melibatkan IKM
setempat sebagai salah satu bagian dalam rantai pasok industri di
Kota Batam;

6. |KM di Kota Batam didominasi oleh IKM pangan dan kerajinan;

Adapun beberapa faktor yang dapat diidentifikasi sebagai faktor

pendukung capaian kinerja sebagai berikut:

1. Adanya pembinaan terhadap pelaku ekonomi kreatif dan pariwisata

2. Adanya dukungan dari Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) RI dalam
pengembangan Potensi Ekonomi Kreatif di Kota Batam.

3. Terbangunnya jaringan kerjasama pelaku usaha dan Pemerintah,
sehingga memungkinkan pertumbuhan klaster kreatif untuk
mengembangkan usaha IKM.

4. Fasilitasi untuk promosi komoditi utama ekspor dengan melakukan
peningkatan pembinaan usaha produk ekspor unggulan, misi
dagang dan peningkatan citra produk ekspor

5. Pendampingan dan pembinaan agar IKM dapat kompeten dan
tersertifikasi.
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Gambar
Dukungan dari Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) RI
Dengan Pelaksanaan Workshop KaTa Kreatif di Kota Batam

R T -

I':rl.u:n.u'-r_‘ o L
-l

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam

Solusi dalam menanggulangi faktor penghambat capaian kinerja,

diantaranya sebagai berikut:

1.
2.
3.

Melakukan Pendampingan pengembangan usaha;
Penyelenggaraan Awarding Program;

Melakukan koordinasi lintas sektor untuk mengoptimalkan distribusi
komoditas tertentu yang tidak efisien;

Penataan, pembinaan dan pemberdayaan pedagang kaki lima;
Membangun sistem aplikasi jaringan perdagangan,
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Melakukan pendampingan dan pembinaan agar

kompeten dan tersertifikasi;

IKM dapat

Berupaya menghubungkan IKM ke dalam rantai pasok industri di

Kota Batam didukung dengan regulasi;

Mendorong IKM agar terkoneksi ke dalam e-commerce.

Adapun program yang mendukung pencapaian sasaran meningkatkan

perekonomian Kota Batam yang merata dan inklusif ini adalah:

1. Program yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan

dengan rincian sebagai berikut:

Capaian
Nama Program Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) (%)
' Perencanaan dan
Pembangunan 5.553.430.150- | 4.035.285.618,- 7266
Industri

Sumber: Bapelitbangda dan BPKAD Kota Bafam

2. Program yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

dengan rincian sebagai berikut:

No.

Nama Program

Anggaran (Rp.)

Realisasi (Rp.)

Capaian
(%)

Pengawasan
dan
Pemeriksaan
Koperasi

90.943.000,-

76.576.580,-

84,20

Pendidikan
dan Latihan
Perkoperasian

406.770.000,-

393.057.358, -

96,63

Pemberdayaan
Usaha
Menengah,
Usaha Kecil,
dan Usaha
Mikro (UMKM)

1.400.239.392, -

1.339.733.000,-

95,68

Total

1.897.952.392 -

1.809.366.938 -

95,33

Sumber: Bapelitbangda dan BPKAD Kota Balam
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3. Program yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dengan rincian sebagai

berikut:

No e Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) Capsian
' Program ' ' (%)
Pengelolaan

1. | Perikanan 4178.863.080,- | 3.227.675200-| 77,24
Tangkap
Pengelolaan

2. | Perikanan 705.650.000 678.875.000,- | 96,21
Budidaya
Pengolahan
dan

3. | Pemasaran 1.910.696.910- | 1.357.800.880,-| 71,06
Hasil
Perikanan
Total 6.795.209.970,- | 5.264.351.080,- | 77,47

Sumber. Bapelitbangda dan BPKAD Kota Batam

Indikator Kinerja : Indeks Infrastruktur Wilayah Perkotaan

2022 65,11 68,66 105,45 81,29
84,46
2023 69,40 71,44 102,94 84 58

Sumber: Bapeiitbangda Kota Batam

Sasaran Mewujudkan Infrastruktur Kota Yang Berkualitas Dan Serasi
Dengan Tata Ruang Kota Batam Serta Berwawasan Lingkungan ini adalah
perwujudan dalam pokok visi “bandar dunia” yang diarahkan menjadi Kota

industri, perdagangan, pariwisata dan alih kapal yang kompetitif dan dinamis
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di Asia Tenggara, serta atraktif bagi pelaku bisnis yang berpotensi menjadi
"center of excellence" serta mewujudkan misi Kota Batam dalam
mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan didukung Infrastruktur,
Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman
sesuai Tata Ruang.

Realisasi kinerja atas indikator “Indeks Infrastruktur Wilayah Perkotaan”
adalah sebesar 71,44% dengan persentase capaian kinerjanya 102,94% dari
target 69,40% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023.
Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kota Batam sebesar
84,46 maka capaian kinerjanya pada tahun 2023 sudah mencapai 84,58%.

Mewujudkan Infrastruktur Kota Yang Berkualitas Dan Serasi Dengan Tata
Ruang Kota Batam Serta Berwawasan Lingkungan dalam upaya
mewujudkan RPJMD 2021-2026. Diukur dengan 6 (enam) indikator, yakni
Persentase ketersediaan informasi mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) Kota Batam berserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta
digital, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Persentase pengelolaan sampah,
Persentase Pemenuhan Infrastruktur Pekerjaan Umum, Persentase
Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan Perkotaan Persentase
Pemenuhan Infrastruktur Permukiman Perkotaan. Untuk melihat capaian
kinerja per indikator dapat dilihat pada indikator sebagaimana tabel di bawah

i
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Tabel
Capaian Kinerja Indikator Sasaran Mewujudkan Infrastruktur Kota
Yang Berkualitas Dan Serasi Dengan Tata Ruang Kota Batam
Serta Berwawasan Lingkungan

Capaian
Realisasi
; Tahun 2022 Tahun 2023 Target 2023
ickiator RPJMD | Thd
(2026) Target

Target | Realisasi % Target | Realisasi % ?;62:;?

No Sasaran

Persentase
ketersediaan
informasi
mengenai
Rencana Tata
Ruang
Wilayah
1 (RTRW) Kota | 76,92% | 87.81% 114,16 82,42 88,83 107,78 | 100% 88,83
Batam
berserta
rencana
rincinya
melalui peta
analog dan
peta digital

Indeks
Kualitas
Lingkungan
Hidup

69,50 67,60 97,27% 70 67,34 96,20 | 71,50 94,18

Persentase
3 pengelolaan 5925% | 7537% | 12721% | 61,75 76,87 12449 | 71.25% 107,89
sampah

Persentase
Pemenuhan
4 Infrastruktur 56 56 100% 62,25 62,25 100 95% 65,53
Pekerjaan
Umum

Persentase

Pemenuhan
Sarana dan

Prasarana
Perhubungan

Perkotaan

51 50 98,04% 58 50 86,21 74% 67,57

Persentase
Pemenuhan
6 Infrastruktur 78 79,07 101,37% 82 83,36 101,66 95% 87,75
Permukiman
Perkotaan

Rata-rata Capaian

Kinerja Sasaran 106,34% 102,72% - E

Sumber. Bapelitbangda Kota Batam
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1. Persentase ketersediaan informasi mengenai Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) Kota Batam berserta rencana rincinya melalui peta
analog dan peta digital

Realisasi kinerja nyata indikator ini adalah sebesar 88,83 dari target
84 42 yang direncanakan pada tahun 2023 sehingga capaian kinerjanya
adalah 107,78%. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kota
Batam sebesar 100% maka capaian kinerjanya pada tahun 2023 sudah
mencapai 88,83%.

Indikator Persentase ketersediaan informasi mengenai Rencana Tata
Ruang (RTR) wilayah Kota Batam perserta Rencana Rincinya melalui
Peta Analog dan Peta Digital ini adalah cakupan ketersediaan dokumen
Tata Ruang yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Kota Batam sesuali
aturan perundang-undangan yang berlaku.

Ruang lingkup pelaksanaan kesesuaian perencanaan dan pengendalian
pemanfaatan tata ruang adalah meliputi pengaturan mengenai kegiataan
perencanaan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang
berdasarkan Peraturan yang digunakan. Tingginya investasi yang masuk
di Kota Batam baik untuk kegiatan industri maupun perumahan
menyebabkan tingginya perubahan alih fungsi lahan. Untuk itulah
diperlukan aturan tata ruang yang jelas, detil dan implementatif.

Produk tata ruang yang diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut
adalah Rencana Detil Tata Ruang (RDTR). RDTR perlu disusun di
kawasan perkotaan atau kawasan strategis Kabupaten/Kota. Dalam
RDTR telah dijelaskan dengan pasti mengenai  Ketentuan
PemanfaatanRuang dan Peraturan Zonasi yang meliputi | Ketentuan
Kegiatan dan Penggunaan Lahan, Ketentuan Intensitas Pemanfaatan
Ruang, Ketentuan Tata Bangunan, Ketentuan Prasarana dan Sarana
Minimal, Ketentuan Pelaksanaan, Ketentuan Tambahan, Ketentuan
Khusus, Standar Teknis, Ketentuan Peraturan Zonasi.
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Kegiatan dokumen Inventarisasi Usulan Revisi Perwako RDTR dan
Perda RTRW Kota Batam dilakukan sebagai Upaya untuk
mengidentifikasi acuan dalam peninjauan Kembali dokumen Rencana
Tata Ruang di Kota Batam beberapa kegiatan yang dilakukan
diantaranya Pendampingan Penetapan Penyusunan Rencana Induk
Pengembangan KPBPB BBK yang telah ditetapkan melalui Peraturan
Preiden Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Pengembangan
KBPBP Batam, Bintan dan Karimun, Pendampingan Kegiatan
Penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kota Batam,
Pendampingan Kegiatan Penetapan Revisi RTRW Provinsi Kepulauan
Riau, Harmonisasi Kegiatan Monev Penataan Pemanfaatan Ruang,
Harmonisasi terhadap penyesuaian perizinan PKKPR yang terbit di Kota
Batam dan Harmonisasi Kegiatan Penataan Batas Kawasan Hutan di
Kota Batam. Berdasarkan hal tersebut, berikut daftar dokumen Tata
Ruang dan Keseuaian dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang
sampai dengan Desember 2023:

Tabel
Rekapitulasi Dokumen tata Ruang Tahun 2023

No. Uraian Jumlah Dokumen

Dokumen Inventarisasi Usulan Revisi
1. | Perwako RDTR dan Perda RTRW Kora 1dokumen
Batam

Pemenuhan Administrasi untuk Dokumen
2. to 1 dokumen
Perizinan

Dokumen Monitoring dan Evaluasi
Penataan dan Pemanfaatan Ruang

3.
Kecamatan Lubuk Baja dan Kecamatan e
Bengkong
4 Dokumen Informasi Tata Ruang PKKPR 503 dokumen
berusaha dan non berusaha
Jumiah 506 dokumen

Sumber; Dinas CKTR Kota Batam
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Namun, dalam pencapaian kinerja terdapat beberapa faktor yang dapat

diidentifikasi sebagai faktor penghambat dalam pencapaiannya. Berikut
sebagai faktor penghambat capaian kinerja:

p
2.

Tingginya perubahan alih fungsi lahan.

Belum maksimalnya kesadaran masyarakat jasa konstruksi untuk
bekerja secara professional di bidangnya secara utuh (teknis dan
administratif).

Adanya kendala dalam penyediaan lahan.

Adanya kendala dalam penghapusan asset sehingga
memperpanjang proses pelaksanaan.

Adapun beberapa faktor yang dapat diidentifikasi sebagai faktor
pendukung capaian kinerja sebagai berikut:

1.

Adanya dukungan pihak legislatif dalam penetapan RTRW Kota
Batam.

Adanya komitmen pimpinan untuk meningkatkan kualitas sarana
prasarana publik dan masyarakat umum menjadi lebih
representatif.

Adanya komitmen antar personil yang terlibat untuk bersama-sama
mencapai target yang sudah ditetapkan.

Adanya ketersediaan anggaran sehingga pembangunan dan
peningkatan bangunan/ gedung pemerintah dan masyarakat dapat
segera dilakukan.

Dukungan koordinasi dan konsultasi oleh Pemerintah Pusat dalam
proses penyusunan RTRW dan RDTR Kota Batam.

Solusi dan rekomendasi dalam menanggulangi faktor penghambat
pencapaian capaian kinerja, diantaranya sebagai berikut:

1.

2.

Pengawasan yang di lakukan oleh UPTD Pengawasan Bangunan
dan Menara dilakukan secara kontinyu guna membangun
kesadaran masyarakat dalam hal membangun sesuai Tata Ruang
dan PBG (Pesetujuan Bangunan Gedung).

Optimalisasi verifikasi izin pemanfaatan ruang.
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2.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rl Nomor
27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), IKLH
adalah nilai yang menggambarkan kualtas Lingkungan Hidup dalam
suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari
Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas
Lahan (IKL) dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Penghitungan Indeks
Kualitas Lingkungan Hidup Kota menggunakan rumus IKLH = (0,376 x
IKA) + (0,405 x IKU) + (0,219 IKL), dimana IKL adalah komposit Indeks
Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut
(IKEG). Berdasarkan perhitungan akan diperoleh kategori Indeks
Kualitas Lingkungan Hidup sebagai berikut:

Tabel
Nilai IKLH dan Kategori

No. Nilai IKLH I Kategori

1. 90 < x <100 Sangat Baik
2. 70=x<90 Baik

3 50sx<70 Sedang

4. 25=sx<50 Kurang

5. O0=sx<25 Sangat Kurang

Sumber: Permen. LH dan Kehutanan RI No. 27 Tahun 2021

Tujuan digunakannya indikator ini adalah sebagai informasi untuk
mendukung proses pengambilan keputusan berkaitan dengan
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sebagai bentuk
pertanggung-jawaban kepada publik terkait pencapaian perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup dan sebagai instrumen keberhasilan
pemerintah dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup. Indikator
ini berupa indeks yang menggambarkan kondisi dari hasil pengelolaan
lingkungan hidup yang terdiri dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks
Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL).
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Pengukuran Indeks Kualitas Air mengacu pada Keputusan Menteri LH
No. 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air
(dengan tujuh parameter kunci: TSS, BOD-5, COD, DO, Sulfat, Feal Coli
dan Total Coliform).Pada tahun 2023 ini, IKA Kota Batam 52,00.

Untuk Indeks Kualitas Udara (IKU) Kota Batam tahun 2023 dihitung
dengan metode passive sampler yang terdiri atas 3 (tiga) sumber data
pemantauan yaitu :

1. Data pemantauan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Republik Indonesi, sebanyak 5 (lima) kali pemantauan
dalam satu tahun

2. Data Pemantauan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Provinsi Kepulauan Riau, sebanyak 1 (satu) kali pemantauan dalam
satu tahun

3. Data Pemantauan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam,
sebanyak 2 (dua) kali pemantauan dalam satu tahun.

Langkah - langkah menghitung Indeks Kualitas Udara (IKU):

1. Menghitung rerata parameter NO2 dan SO2 dari tiap periode
pamantauan untuk masing-masing lokasi (titik) sehingga didapat data
rerata untuk area transportasi (A), Industri (B), pemukiman/
perumahan (C1) dan komersial/perkantoran/perdagangan (C2);

2. Menghitung rerata parameter NO2 dan SOZ2 yang merupakan
perhitungan rerata dari ke empat titik pemantauan;

3. Menghitung Indek leu dari rerata NO2 dan SO2, yakni rerata NO2
dan SO2 Kota Batam dibandingkan terhadap baku mutu masing-
masing parameter, kemudian dijumlahkan dan dirata-ratakan.

4. Indeks Udara Model EU (IEU) dikonversikan menjadi indeks |KLH.

Dari pendataan tersebut tercatat IKU Kota Batam mencapai 84,12.

Sedangkan Nilai indikator Indeks Tutupan Hutan yang ditindaklanjuti

dengan metode pendekatan penghitungan ITH sebagai berikut:

1. Kecukupan luas (kawasan hutan dan) penutupan hutan minimal 30%
pada daerah aliran sungai dan/atau pulau.
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